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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, tindak kriminal sudah menjadi salah satu masalah penting

-
pengaruh dan}\sebab -.'
Ihs

n%k ahatan
hbeberapa tipe, derajat, dan
sifat  yang berba-bda. I ¢jahatan baru ini  digolongkan
inkonvensional. !

Penegak hukum dalam ReRCari dan menemukan kejelasan tentang
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami
kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban. Tidak

banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu

tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak

! Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1984, him. 10.
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mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena
laporan yang dilakukan.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam
proses penyelesaian perkara pidana. Kedudukan saksi dalam proses

peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal

184 Kitab Undang-Undang cara Pidana (KUHAP). Sebagai alat

bukti utama, tentu u. a bila dalam suatu perkara tidak
\

diperoleh saksi. Peft nq‘%/ m proses peradilan pidana

¢ Jq\ks@a HT“ ' ana. Harus diakui bahwa

.

terungkapny: an  besar berdasarkan

informasi da 3es selanjutnya, ditingkat

kejaksaan sar terangan saksi sebagai

alat bukti ut emutus bersalah atau

: rf’{’H 1.’\3

m negak an‘ﬁ’/um—dah ead

acuan dalam menemukan™=bukuiEbtfi lain untuk menguatkan sebuah
penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.
Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum
pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan

saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam

2 Surastini Fitriasih, “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses

Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”,
http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53
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pembuktian pelaku tindak pidana.

Hal tersebut terlihat juga dalam Pasal 184 KUHAP, dimana saksi
sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu
perkara pidana tidak diperoleh saksi. Keterangan saksi yang diberikan

dihadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang penting yang

di Indonesia®.

Melihat 3 pengungkapan kasus

pidana, suda an secara hukum, fisik
maupun psikis. Jegitu pentingnya hukum

perlindungan dang-undang, sehingga

Tahun 2014 Tentang

Perubahan Ata§\UU | J@ﬁé entaip Perlindungan Saksi Dan
Korban, merupa um untuk memberikan
perlindungan bag
tentang sebuah lembaga be ung jawab untuk menangani
pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang
dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) vyang

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan

kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada

® Muchamad lksan., Hukum Perlindungan Saksi Dalam Slstem Peradilan Pidana Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, him. 10-11.
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semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa
aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan saksi dan
korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena

keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan putusan

hakim.

Dalam Ketentuan U ngka 5 UU RI No. 31 Tahun 2014
Tentang Perlindun disebutkan bahwa LPSK adalah
lembaga yang b mberikan perlindungan dan
hak-hak lain agaimana diatur dalam

Berdasdfkan { Pasal}|t/ 1 g Republik Indonesia

A\

l 'I‘l 1
Nomor 31 Tahun 014~..;jfenta ;'.‘ as Rl No0.13 Tahun 2006

memutus bersalah atau “tidakmya™terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi
mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum
dan keadilan.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam
proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang

mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana
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dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari
dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat

menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik

fisik maupun psikis dari r/"-""” U.

Pasal 1 butir

“Keterangan sak
berupa ketera ,‘.

A
\g:iri

dengar sendiri

alasan dari

orang yang

f ;) J
adi ﬁjﬁ%g sedang perkara.’
[ 4

a 'ﬁghv(/a saksil dalam proses peradilan

proses peradilan pidana.
Suryono Sutarto le ah orang yang memberikan
keterangan guna penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana iz ar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri.’> Selain itu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk
mengungkap suatu kasus pidana juga menggunakan saksi ahli. Ahli-ahli
tersebut umumnya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu forensik yang

menangani kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu:

* Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, him. 83.
> Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid |, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 1982. him. 42.
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1. Kriminologi.
2. Psikologi Forensik, dan
3. Psikiatri/Neurologi Forensik®
Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting,

karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan

tidak begitu saja me

wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan. ’
Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian

kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi

® R.Soeparmono,Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana,CV.
Mandar Maju, Bandung, 2002, him.11-12.

7 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa
dan Praktisi. Mandar Maju, Bandung, 2003, him. 61.
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dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban,
maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabnya, saksi
maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru
dapat menjadikan dirinya “korban untuk kedua kalinya” Kkarena

pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

%es <si dar@[;i;flr

perlindunganga |
1

|

dalam proses

Kebutuh

korban merupg

Posisi saksi yang de ng nampaknya sejalan dengan sikap
pembentuk undang-undang, yang secara khusus memberikan perlindungan,
kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang
dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang

dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya satu

pasal yakni Pasal 229. Pasal 229 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “Saksi atau ahli
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yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan
disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun dalam prakteknya
dijumpai hal yang mengecewakan vyaitu dimana hak saksi untuk

menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses

dan tidak mempunyai

| \\2 \
hak. Dalam Rasal 224 KUHA \6 ;' ‘Barang siapa dipanggil
ang dengan sengaja tidak

g yang harus dipenuhinya,
bulan”.
sementara saksi sebagal Warga-masyarakat, juga korban sebagai pihak
yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang
berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi

memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam

proses peradilan. Sesungguhnya bila dicermati dalam kenyataannya, kondisi

8 1bid, him.10
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saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama

memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah
suatu hal yang mudah.

2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana

5. Aparat pej

tersangka/te

Undang Nomo# 81 Tahun QJS nt3 l Perlindungan Saksi Dan Korban.

Rumusan Masalaf

1. Bagaimanakah hukum LPSK terhadap saksi

dalam perkara pidana B | Rl No. 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban?

2. Apakah hambatan-hambatan dalam proses perlindungan hukum bagi saksi

berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban?
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Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
1) Menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya

mengenai perlindungan hukum saksi dan korban dalam perkara

pidana.

lindungan hukum LPSK
asarkan UU RI No. 31

Ta n24"':.“" 1g Perlindung aksi Dan Korban.

Perllnd jgan Sja%inoﬁ;[&%m

2. Manfaat Penelitia
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendiskripsikan
permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran
tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara pidana.
b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala piker
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dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum

dalam kebijakan sistem peradilan Indonesia.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

rechsstaat e of 1awt9 Konsep

konsep perli

|’
"']w

pengaktian
W

manusia. Meskipun ::s‘eibena aantara rechss dan the rule of law itu

|
W

untuk me erhadap  hak-hak asasi

mempunyali||lata bef,‘ﬂ(ﬁnge ang berbeda, tetapi pada

hak-hak asasi manusia

pada sistem common law. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat
pengoperasian, civil law menitikberatkan pada administrasi sedangkan

common law menitikberatkan pada judicial.

® Marjane Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999,
him. 342.

19 Jimly Asshiddigie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana
Illmu Populer, Jakarta, 2007, him.297.
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Dalam konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar
kesimbangan®* bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah
merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan
nasional itu sendiri. Pembangunan system hukum pidana nasional

memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan. Indonesia

igma ketuhanan (moral-
\[paradigma kebangsaan

yatan atau demokrasi,

put, menurut Arief Barda

Arief*? selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan ide keseimbangan
monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau

masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau

' Arief Barda Nawawi, Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional,
Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah dituliskan
dalam bahasa penulis, Semarang, 2006.

2 1bid, him.5
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kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban, antara
faktor “objektif” (perbuatan atau lahiriah) dan “subjektif” (orang atau
batiniah atau sikap batin), ide “daad-dader strafrecht”; antara Kkriteria
“formal” dan “materiel ’; antara “kepastian hukum”, “kelenturan atau

elastisitas atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; antara nilai-nilai nasional

c. Asas k ' ijki pardon asas culpa in
causa; \\'7
Implementasi aajil ide\kes 5 yang berkaitan dengan
perlindung ;:iﬂ Dangan yang berorientasi
pidana pada\ perl ‘nduhglgp\1 Sye an dan pelaku, yang tidak
terlepas deng . anusia. Dengan ide dasar

angat penting, terlebih dalam
proses peradilan 'ana seran saksieyang merupakan kunci dalam
menemukan titik terang Sel indak pidana. Karena itu dalam proses
peradilan pidana harus dilindungi karena itu merupakan hak asasi yang
paling mendasar yang dimiliki setiap manusia termasuk saksi.

. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsepsional mengungkapkan beberapa

konsep atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian

Perlindungan Hukum..., Misrun, pascasarjana 2016



14

hukum®,

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu

alat bukti dalam perka rupa keterangan dari saksi mengenai

suatu peristiwa pigs BzH sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dg ‘ but ald rﬂ&n hengetahuannya itu.
0

bahwa shy\tersangka dan terdakwa

a. Sebagdl ma usia-."yz;hg ME i deraj 0 sama dengan manusia

sama dengan manusia

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama
dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak
dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa

mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 7.

Y M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, him. 22.
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ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi
menerangkan hal berlainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran
bebas.

Sedangkan masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam

suatu praktek perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang

alkan satu-satunya saksi saja. Padahal

.:. unus testis nullus testis, yang
kgw S

artinya satu apabila tidak didukung

dengan alat berwujud putusan lepas
Sebagai ' g dite h/ gatasinya ialah dengan
mengupayadkan ‘buk‘anukt mungkin yang dapat

memutus suatu perkara

dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana. Hal ini sering terjadi karena
pernyataan pikiran yang tidak bebas karena ancaman, dan sebab-sebab
lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa

yang dilihat, didengar dan dialaminya.
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Muladi15 menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan
hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa
dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus
berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem

kepercayaan yang melembaga ‘“system of in instuitutionalizet trust”.

Tanpa kepercayaan inigkKe any, sosial tidak mungkin berjalan baik,

sebab tidak ada ped auJpatokan yang pasti dalam bertingkah

TN

é?‘mg( mrjalan benar dan keadilan

ARARTA RAYA

menunjuk an, banyak kasus-kasus pidana maupun

t

terselesaikan disebabkan™a a‘ancaman baik fisik atau psikis maupun
upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang
membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 2002, him.175-176.

Perlindungan Hukum..., Misrun, pascasarjana 2016



17

Penelitian ini  bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan
gambaran tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses
peradilan pidana dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat
dan objektif.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah termasuk

masalah Criminal JusticegSystém dengan permasalahan pokok tentang

griclis normatif.

Jenis {tata 3 ata sekunder, mengenai
peraturan en-dokumen  lain - yang

mendukung ber-sumber kepustakaan

1) Undang-Undang Dasar'N arafRerpuink Indonesia 1945.
2) UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
3) UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

1) Hasil-hasilpenelitian
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2) Hasil karya ilmiah yang berkaitan judul tesis
3) Bahan hukum tersier

a) Kamus; dan

b) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Hukum dé i g ngumpulan data dalam suatu

penelitian dapai/@ i at) cara, yaitu:®°

nggunakan pendekatan

nggunakan  teknik  studi
pulkan/ | data-data dari literatur-
aturan-peraturan perundang-
undangan yang fe dengan gan saksi.
4. Metode Analisa Data
Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode analisa
kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang
dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara

mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya.

' Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998), him. 52.
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Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba
mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi

dalam perlindungan saksi dalam proses peradilan.
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